PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik perlu diaturdan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

. Undang-UndangNomor 37 Tahun 2003

tentangPembentukanKabupatenOganKomeringUluTim
ur, KabupatenOganKomeringUlu Selatan,
danKabupatenOganllir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 152, TambahanLembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4347);

. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah,
terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015
tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor
23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016

tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2019 Nomor 187, Tambahan



Menetapkan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 194);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah
KabupatenOganllirTahun 2016Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Iir (Lembaran Daerah
KabupatenOganllirTahun 2019Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN
ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan:

1.
2.
3

(1)

KabupatenadalahKabupatenOganllir.
BupatiadalahBupatiKabupatenOganllir.
DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnyadisingkat DPRD adalahDewanPerwakilan
Rakyat Daerah KabupatenOganllir.

Sekretaris Daerah adalahSekretaris Daerah
KabupatenOganllir.

BadanKesatuanBangsadanPolitik yang
selanjutnyadisingkat BKBP

adalahBadanKesatuanBangsadanPolitikKabupatenOga
nllir.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
BKBP merupakan unsur  pelaksana  urusan
pemerintahan umum yang menjadi kewenangan
daerah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan
politik.
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(2) BKBP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1) Besaran susunan organisasi BKBPterdiri dari:
a. KepalaBadan
b. Sekretariatmembawahi:
1) Subbagian Program dan Anggaran;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Politik Dalam Negeri membawabhi:
1) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi; dan
2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa membawabhi:
1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
dan
2) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
membawahi:

1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama; dan
2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik membawahi:
1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelejen; dan
2) Subbidang Penanganan Konflik

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan susunan organisasi BKBP adalah sebagaimana
tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang
takterpisahkan dari peraturan Bupati ini

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BAGIAN KESATU
KEPALA BADAN

Pasal 4
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang
kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan
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peraturan perundang-undangan yang Dberlaku dan
petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan
bangsa dan politik di wilayah Kabupaten;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam mnegeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik sosial di wilayah Kabupaten;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
diwilayah Kabupaten;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan  ideologi Pancasila dan  wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan
serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan
daerah Kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BKBP
Kabupaten; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
SEKRETARIAT BADAN

Pasal 6
SekretariatBadanbertugasmemberikanpelayananadministr
atif di lingkunganBKBP Kabupaten.

Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasiandanpenyusunan program
dananggaran;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
c. pelaksanaanpengelolaankeuangan;
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d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan aset;

e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8
(1) Sub bagianProgramdanAnggaranmempunyaitugas:

a. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan
program dan anggaran, pengelolaan data dan
informasi;

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan

c. menyusun laporan kinerja.

(2) Sub bagian Keuangan mempunyaitugas:

a. melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, verifikasi, dan pembukuan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dan
penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksa
keuangan;

c. melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran
gaji, usul penunjukan bendaharawan dan dan
pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi; dan

d. melakukan  urusanverifikasi dan akuntansi
pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan
keuangan direktorat jenderal.

(3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas:

a. melaksanakan urusan persuratan, tata wusaha
pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat,
protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset
serta pengelolaan kepegawaian;

b. melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha
pimpinan serta pembinaan ketatausahaan;

c. melaksanakan urusan kearsipan;

d. menyiapkanurusanadministrasiaparatursipilnegara;
dan

e. melaksanakan urusan penataan barang milik
negara.

BAGIAN KETIGA
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA

Pasal 9
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter
Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas
BKBPKabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Pasal 10
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
9, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa mempunyai fungsi:

(1)

(2)

penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan;

perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan;

pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara,karakter bangsa pembauran
kebangsaan,bhinneka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan;

pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan,bela negara, karakter bangsa pembauran
kebangsaan,bhinneka tunggal
ikadansejarahkebangsaan;

pelaksanaan monitoring di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran
kebangsaan,bhinneka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Sub

BidangldeologidanWawasanKebangsaanmempunyaitug

as:

a. melaksanakanpenyiapanbahanpenyusunan program
kerja, perumusankebijakan, pelaksanaankebijakan
di bidangideologidanwawasankebangsaan,
koordinasiserta monitoring, evaluasidanpelaporan
dibidangideologidanwawasankebangsaan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program
kerja melakukan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan, koordinasi; dan

c. melaksanakan monitoring, evaluasidanpelaporan
dibidangideologidanwawasankebangsaan.

Sub bidangBela Negara
danKarakterBangsamempunyaitugas:
a. melaksanakanpenyiapanbahanpenyusunan

program kerja,perumusankebijakan,
pelaksanaankebijakan, koordinasiserta monitoring,
evaluasidanpelaporan di bidangbelanegara,
pembauran,
bhinnekatunggalika,sejarahkebangsaandankarakte
rbangsa;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja;



c. pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta
monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang bela
negara,;

d. melakukan pembauran, bhinneka tunggal ika,
sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

BAGIAN KEEMPAT
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 12
Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan
sebagian tugas BKBPKabupaten di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud Pasal

12 Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik,
etika budaya, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten,;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi Kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik,
etika budaya, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten;

d. pelaksanaan Koordinasi dibidang pendidikan politik,
etika budaya, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten,;

e. pelaksanaan monitoring dibidang pendidikan politik,
etika budaya, etika budaya politik,peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14
(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan, penyusunan program Kkerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
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bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi;

b. menyusun program kerja perumusan kebijakan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi;

c. merumuskan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik,pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi;

d. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi;

e. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi;

f. melaksanakan monitoring di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi; dan

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan
umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
dan peningkatan demokrasi.

(2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan di bidang fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik;

b. menyusun program kerja di bidang fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik;

c. merumuskan kebijakan di bidang fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik;

d. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik; dan

e. mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan di
bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik.

BAGIAN KELIMA
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA,
AGAMADAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 15
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan
sebagian tugas BKBP Kabupatendibidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
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kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi
kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan
dan organisasi kemasyarakatan asing.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
15 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program Kkerja di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan = penghayat kepercayaan  serta
pendaftaran organisasi kemasyarakatan,
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,
pengawasan dan organisasi kemasyarakatan asing di
wilayah Kabupaten;

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
ketahanan  ekonomi, sosial budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan  umat  beragama = dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
di wilayah kabupaten;

pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi,
sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
di wilayah kabupaten;

pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi,
sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
di wilayah kabupaten;

pelaksanaan monitoring dibidang ketahanan ekonomi,
sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
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kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
di wilayah kabupaten; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja

dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan;

. merumuskan kebijakan dibidang ketahanan

ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan;

. melaksanakan kebijakan dibidang ketahanan

ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan; dan

. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi,

dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi,
sosial, dan Dbudaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai
tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja

dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan,
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan evaluasi
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan
organisasi kemasyarakatan asing;

. merumuskan kebijakan di bidang pendaftaran

organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan
organisasi  kemasyarakatan dan = organisasi
kemasyarakatan asing;

. melaksanakan kebijakan dibidang pendaftaran

organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan
organisasi = kemasyarakatan dan = organisasi
kemasyarakatan asing; dan

. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi,

dan pelaporan dibidang pendaftaran organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan
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organisasi  kemasyarakatan dan = organisasi
kemasyarakatan asing.

BAGIAN KEENAM
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK

Pasal 18

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
bertugas melaksanakan sebagian tugas BKBP Kabupaten di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah Kabupaten.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

18, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan

Nasionalmempunyai fungsi:

a. penyusunan program Kkerja di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
Kabupaten;

b. penyusunan bahan Perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah Kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
Kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
Kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal20
(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen
mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelejen,

b. melaksanakan pemantauan orang asing, tenaga

kerja asing dan lembaga asing
melaksanakankewaspadaan perbatasan antar
negara

d. melaksanakan fasilitasi kelembagaan  bidang

kewaspadaan.

Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas
melaksanakan  penyiapan  bahan, penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evalusi dan
pelaporan di bidang penanganan konflik.

Sub Bidang Penanganan Konflik dalam melaksanakan

tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang penanganan
konflik;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di
bidang penanganan konflik;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan
konflik;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan
konflik;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang penanganan konflik; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

KelompokJabatanFungsionalmempunyaitugasmemban
tudanmelaksanakansebagiantugasdanfungsiBadanKes
atuanBangsadanPolitikKabupatensesuaidengankeahlia
n yang dimiliki.

KelompokJabatanFungsionalterdiridarisejumlahtenaga
fungsional yang
diaturdanditetapkansesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.

JumlahtenagaFungsionalsebagaimanadimaksudpadaay
at (2) ditentukanberdasarkankebutuhanbebankerja.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan
dan Sekretaris unit organisasi badan kesatuan bangsa
dan politikkabupaten menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasibaik dalam lingkungan
maupun antara perangkat daerah serta instansi
lainnya.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
bertanggungjawab kepada atasan nya masing-masing
secara berjenjang.

Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan
tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Sekretaris Daerah.

Sekretaris, KepalaBidang, Kepala Sub
bagiandanKepalaSeksidiangkatdandiberhentikanolehBu
patiatasusulKepalaDinasmelaluiSekretaris Daerah.

Sekretaris Badan dan Kepala Bidang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan
melalui Sekretaris Daerah.

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan sebagaimana dimksud ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.Lb atau
jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. sekretaris Badan
merupakan jabatan eselon Ill.a atau Jabatan
Administrator. Kepala Bidang merupakan Jabatan
eselon. III.b atau jabatan Administrator. Kepala
Subbagian, kepala Subbidang merupakan eselon IV.a
atau Jabatan Pengawas.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas pokok
dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Ogan llir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014
Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 28 April 2021

BUPATI OGAN ILIR
dto

PANCA WIJAYA AKBAR
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 28 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

dto
ZULEDI, SH, M.Si

PEMBINA /IV.a
NIP. 19640103 198512 1 002
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SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR.

BIDANG
IDEOLOGI DANWAWASAN
KEBANGSAAN & KARAKTER

BIDANG

POLITIK DALAM NEGERI

SEKRETARIAT
[
I | 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PROGRAM DAN ANGGARAN KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
I |
BIDANG BIDANG

KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL,BUDAYA, AGAMA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

BANGSA
SUB.BIDANG SUB. BIDANG
IDEOLOGI DAN WAWASAN PENDIDIKAN POLITIK DAN
KEBANGSAAN PENINGKATAN DEMOKRASI
SUB. BIDANG SUB. BIDANG

. BELA NEGARA DAN KARAKTER

BANGSA

FASILITASTI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN
DAN PARTAI POLITIK

SUB. BIDANG
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA DAN AGAMA

SUB. BIDANG
KEWASPADAAN DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN

SUB. BIDANG
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

SUB. BIDANG
PENANGANAN KONFLIK

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR
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KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
]
I | |
KEPALA SUBZ@SIGA:IRIZEOGRAM DAN KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN KEPALA SUBBAGIAN

P ANALLS KBoLI AKAN MUDA (JF. ANALIS KEBIJKAN MUDA ) UMUM DAN KEPEGAWAIA
NAMA : LENI MARLINA, SE [AMAIDAKSKLLIA. SE Ramas Herny kurniowan

- - NIP. 197612122010012007 NIP

NIP. 197808102011012004 e

KEPALA BIDANGIDEOLOGI DANWAWASAN KEPALA BIDANG POLITIK DALAMNEGERI KEPALA BIDANG KETAHANAN KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
KEBANGSAAN & KARAKTER BANGSA NAMA : NR MULYANI SARI EKONOMI, SOSIAL,BUDAYA, AGAMA DAN PENANGANAN KONFLIK
NAMA : SRI MINARNI, SH, M.Si NIP. 197808102011012004 DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN NAMA : HASAN BASRI
NIP. 197808102011012004 NAMA OEMAR SYAFEL NIP. 197612122010012007
NIP. 197808102011012004

KEAPALA SUB BIDANG IDEOLOGI KEPALA SUBBIDANG PENDIDIKAN
DAN WAWASAN KEBANGSAAN POLITIK DAN PENINGKATAN KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN KEPALA SUB BIDANG
- (JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA ) - DEMOKRASI | | EKONOMI SOSIAL. BUDAYA DAN | | KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA
NAMA Dra. JAUZAH ({ JF ANALIS KEBLIAKAN MUDA ) AGAMA INTELIGEN
NIP. 196812092007012004 NAMA : SEFTI MAHARANLS ST (JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA ) (JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA )
NIP. 198609212015042001 NAMA ABU BAKAR NAMA : ABDI SATRIAWAN, SH
NIP. 196502261985121001 NIP. 198008212009031001
- KEPALA SUB BIDANG
BELA NEGARA DAN KARAKTER KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BIDANG SUB. BIDANG
BANGSA FASILITASI KELEMBAGAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA | | PEMERINTAHAN, PERWAKILAN & | (JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA ) PENANGANAN KONFLIK
NAMA YULIARTI KUSUMA WIJAYA, SH PARTAI POLITIK NAMA : EVINOPRIDA (JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA )
NIP. 197007112007012004 (JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA ) NIP. 196511071992032003 - NAMA : INDARMIN, S.Sos
NAMA : DEDY MUKODDAS , SE NIP. 196311091984051001
NIP.197808152011011002

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KAB. OGAN ILIR,

TRISNOPILHAQ,
NIP. 197411231995031007
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BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR
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